o BUPATI KARANGANY AR

?“['-PROVINSI JAWA TENGAH ST
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR Vo
| ‘NOMOR 100 TAHUN 2018 S
RO TENTANG | e T
,’:.PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBIAYAAN KESEHATAN;:
| YANG BERSUMBER PADA ANGGARAN PENDAPATAN - - R
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

bahwa penduduk yang mengalam1 riéiﬁb kesehatan : :;fff'.- NS
ST "’:;f:termasuk kond1s1 kr131s kesehatan ak1bat bencana dan b
e ,“v»v:masalah kesehatan menjadl tanggung jawab Pemenntahuf:}ff S
 Daerah; B T T
“ bahwa bentuk tanggung Jawab Pemermtah Daerah perlu":':“":v
’dxwujudkan dengan penyechaan pemblayaan kesehatan"”‘ "
IR '“'vfﬁyang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja" S
”-l’”?ﬁ"vDaerah Kabupaten Karanganyar N N R L g
i_i"»bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud |
i;:}dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan}:
5‘}3:;",:;?Bupat1 Karanganyar tentang Pctunjuk Pelaksanaan';f: o
- fff :"‘:{vBantuan Pembtayaan Kesehatan yang Bersumber pada. -
- v--f'Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah Kabupaten;":r :
B . Karanganyar, T S T N i v, -
:"‘}Undang-Undang meéi' 13 Tahun 1956 tentang’}”.”j’i'b‘__'}’._
: Pembentukan Daerah Daerah Kabupatcn _d}alvamf.b;: o
v,.:’;*,ﬁf_ingkungan Prov1n51 Jawa Tengah . ,
. :-}Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah'v'_::
Penyaklt Menular (Lembaran Negara Repubhk Indones1a
RS .v;;”Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negarab |
: Repubhk Indone51a Nomor 3273), B o



:"j Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanganv.f'"'-i'i‘;;v'v""f".
A Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2003

- ;.-:v_v,}:Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk In dones1a
= Nomor 4286)’ ,» ‘  . o , R

Undang—Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang e
- -;‘»‘:Prakuk Kedokteran (Lembaran Negara Repubhk Indones1a.:f‘_ o

v,»,”j:f,_Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negarat.;t'fzf»‘u-  ;‘
o ’3-Repub11k Indones1a Nomor 4431), | v |

5. Undang—Undang Nomor 36 ’I‘ahun 2009 tentang Kesehatan": =

}(Lembaran g Negara Repubhk Indones1a ’I‘ahun 2009."”3 .

Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara chubhk Indoncma’f{ii S

o Nomor 5063), L -

":v‘Undang*Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah;"f S

'l,';iﬁSaklt (Lembaran Negara Repubhk Indonesaa Tahun 2009”:'_‘2.’};.;_'-:":i;.f

- Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm‘_f‘;

, ;fNomor 5072),- A

g "fil;}‘::Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara ’ Repubhk'.,"f:i_',
- Indones1a Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran‘:;
. Negara Repubhk Indone31a Nomor 5587), sebagalmana telah‘;

o _diubah bebcrapa kah terakhlr dengan Undang-Undang'vif:-’"'
_ _' :Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
o ":]Undang-Undang Nomor 23 | Tahun 2014 ' tentangv1":5;-;;:»5,:: .
o Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk:':

- Indonesm Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran‘v‘.
B Negara Repubhk Indones:a Nomor 5679), '

_i,._.,-:Peraturan Pemermtah Nomor 40 Tahun 1991 ’centang
o i Penanggulangan Wabah Penyakxt Menular (Lembaran".; ‘} ‘-
f,iiNegara chubhk Indones:a Tahun 1991 Nomor 49,

i Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone&a?';'T]

Nomor 3447)

Peraturan Mentem Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006.-__

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah o

| "."sebagalmana telah beberapa kah dlubah terakhlr dengan =
S Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 21 Tahun 201 1'{;‘,_‘_ o

ftentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menten Dalamv'? A

: _»_‘Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman*'f

: PengeIolaan Keuangan Daerah



o tUpaya Penanggulangan (Benta Ncgara Repubhk Indonesmf:-v”uj'jf o

;gPeraturan Menterl . | o
:,;:Nomor 1501 /Menkes/Per/X/2010 tentang Jems PenYal«nt
’vMenular Tcrtentu yang Dapat Menlmbulkan Wabah danf‘,_-;v}-

S -_‘f-’f'[Tahun 2010 Nomor 503;

}Peraturan Menterl Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016,; ¥ .
i tentang Penyelenggaraan Imumsa51 (Berlta Negara Republlk:
e iIndonema Tahun 2017 Nomor 559) o e

.b ‘{v':—Keputusan Menterl 8031a1 Nomor 146/ HUK/ 2013 tentang“‘ i

o penetapan Knterla dan Orang Tldak Mampu, BT

S :vTahun 2015 tentang Penanggulangan Human’}l’ :j A

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22

| }f_fz,f'Immunodeficmncy Vlrus dan Acqulred Immune Defimency; ';

 Menetapkan :

3 Bupau adalah Bupatx Karanganyar

Dalam Peraturan Bupau 1n1 yang dlmaksud dcngan

Daerah otonom

-_’uSyndrome (Lernbaran Daerah Kabupaten Karanganyar_' :?_f?f-
- Tahun2015 Nomor22); RN )
:j: | j";]A-?’,:.i-Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 ;,‘

S Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatanf[i o ‘"fi:“_,‘
AN “ ) Perseorangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kar anganyar
Tahun 2016 Nomor 3] Gl R ' s

B MEMUTUSKAN

.:PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN f _f.:
':’BANTUAN PEMBIAYAAN KESEHATAN YANG BERSUMBER PADA
E ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN’T-V‘L?_;{

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1 Daerah adalah Kabupaten Karanganyar . T
2 Pemermtah Daerah adalah Kepala Daerah sebageu unsur ."v","} L
penyelanggara Pemermtahan Daerah yang memlmpm

pelaksaan Urusan Pemermtahan yang menjadl kewenangan




- 'f;},-;;.:.,.fsumber mata pencahanan, | gaJ1 atau upah yang. hanya"»-'v:'j""':”"

.’E‘?.-Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupatl dalam,lf:
. penyelenggaraan ff urusan pemermtahan yang menjadl
f._kewenangan Daerah Kabupaten R o
. _Dlnas Kesehatan adalah D1nas KesehatanKabupaten _‘ﬁ “
ji-Karanganyar TR e LT =
‘.D1nas Sosml adalah Dmas Sosnal Kabupaten Karanganyar o ‘
.;;:Kesehatan adalah keadaan sehat ba1k secara ﬁsxk mental : n
Spntual maupun SOSlal yang memungkmkan setlap orangbf'- _":-
untuk hldup produkuf secara sos1al dan ekonorms | “ R |
;»'_'Penduduk adalah Warga negara Indonesm yang bertcmpat :
s ::}tmggal dan atau mengalam1 benqana, di Kabupaten o -
Penduduk MlSkll’l adalah orang yang sama sekah tldak co
: mempunya1 sumber mata pencahanan dan/ atau mempunya1 ;?j’
o .;},sumber »_ mata ; pencahanan, tetap1 tldak _ memPuIlym o

:b;f»‘f‘kemampuan mémenuhl kebutuhan dasar yang layak baglv : :

.v ' kehldupan d1r1nya dan/ atau keluarganya, yang dltetapkan
;v»fl'l(j,fPenduduk Tldak Mampu adalah orang yang mempunYalkb,;;;,;:2. |
o ’:mampu memenuh1 kebutuhan dasar yang layak tidak mampu' f

S _' membayar 1uran bagl dlrlnya dan keluarganya, yang'ff’. | :

*‘,.j_:;"v..,dlverlﬁkam oleh Dmas Somal danJanngannYa o

_kematlan yang bermakna secara epldemlologl pada suatu _

::}Kejadlan Luar Blasa yang selanjutnya dlslngkat KLB a dalah"f: ‘;: I

E Umbulnya atau menlngkatnya ke_]ad1an kesakltan dan / atau -

daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan“ o

S o .’yang dapat menJuruS pada terladmya Wabah

i ‘d1s1ngkat APBD adalah rencana keuangan pemenntah daerah"""

' .-;,Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah yang selan_]utnya}ig .

P " »jﬁd1 Indones1a yang d1setu1u1 olch Dewan Perwakﬂan Rakyat_“;;

»Zkondlsl knsls Kesehatan aklbat bencana dan masalah )

o ,Daerah dan d1tetapkan dengan Peraturan Daerah R
3. Pemb1ayaan Kesehatan adalah bantuan blaya kesehatan bagl

penduduk yang mengalam1 res1ko Kesehatan termasuk‘_f

R ",fgkesehatan yang dananya bersumber pada APBD




14. Jamin'én KeSe:hatari ‘Nasioné‘d yang selanjutﬁya_disingkat JKN -
 adalah jaminan befupa perlinduhgan Keschataﬁ agé.r}peserta -
mempéroleh - manfaat -, 'pemeliharaan“_ Kesehatan = dan
_,'perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatanv‘,
yang diberikan kepada setiap ofang yang telah membayaf
}”1uran Jamman Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya ':
) 'dxbayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah pemben pelayanan : B
_ kesehatan dasar dan rujukan , -
K 16.  Kejadian Ikutan Pasca Imumsasx yang selanjutnya dlsmgkat KIPI
.> adalah keJad1an medik yang dlduga berhubungan dengan *

' 1mumsasx

 BaB o ',
MAKSUD DAN TUJUAN

o v v Pasal 2 o
Pembxayaan Kesehatan dlmaksudkan untuk menyedlakan ,‘
B bantuan “biaya Kesehatan bag1 - Penduduk yang menjadi -

tanggungan Pemenntah Daerah.

v Pasal 3 | »
Tujuan Pemblayaan Kesehatan adalah untuk membenkan" '
bantuan biaya Kesehatan bag1 Penduduk yang mengalam1 |
a. risiko Kesehatan o .
b krisis Kesehatan akibat _ben'cana: dan

c. masalah Kesehatan lainnya.

BAB III -
SASARAN

, Pasal 4
Sasaran Pemblayaan Keschatan dlbenkan pada
a. . Penduduk dengan risiko Kesehatan yaitu :
1) Penduduk yang terjangkit penyakit menular yang berpotens1
 KLB dan KLB keracunan makanan;
_2) kasus KIPI; dan



- a.

3) penyak1t yang men_]adl pnontas program Nasmnal ‘
Penduduk yang mengalam1 krisis Kesehatan aklbat bencana, o

Penduduk yang mengalam1 masalah Kesehatan lamnya yaitu :

3 1)Penduduk yang belum tercatat dalam data kependudukan'{-f o

seperti gelandangan pengemls dan »Orang Dengan |
Gangguan Jiwa (ODGJ); : ’ :
2)orang terlantar yang berada di Dacrah dan membutuhkan

blaya pelayanan Kesehatan, dan o

| 3) Penduduk MlSkln dan Penduduk Tldak Mampu yang belum

rnem111k1 kartu JKN dan membutuhkan blaya pelayanan

Kesehatan.

Pasal 5

' Penetapan sasaran Pemblayaan Kesehatan dlatur sebaga1 benkut

penderlta penyaklt menular berpoten51 KLB KLB keracunan o

makanan dan KIPI d1tetapkan oleh chala Dmas Kesehatan, et

: pendenta penyaklt yang menjadi prioritas program’ Nasional :

yang dltetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;

penderlta yang mengalam1 kr151s Kesehatan aklbat bencana;‘,

| yang dltetapkan oleh Kepala Dlnas Kesehatan, o

gelandangan, pengem1s dan Orang Dengan Gangguan lea';_
(ODGJ) yang membutuhkan pelayanan Kesehatan diberikan

rekomendas.1 oIeh D1nas Sosial;

. orang terlantar yang berada di Daerah dan membutuhkan o

pelayanan Kesehatan dlberlkan rekomendas1 oleh D1nas_‘
Sosial; “
Penduduk stkm dan Penduduk Tldak Mampu yang belum.

mem1hk1 kartu JKN dan membutuhkan pelayanan Kesehatan'f’ '

dlbenkan rekomendas1 oleh Dmas 8031al

~ BABIV.
RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1) Pemblayaan Kesehatan dlperuntukkan bagl

a. penderlta penyakit menular berpotensi | - KLB, KLB

keracunan makanan, dan KIPI;



. b ‘,pendenta penYaklt yang menJadl prlontas program’i’f*,? L

L ”_v:%_‘_}c‘:‘l.'gelandangan pengem1s dan Orang Dengan Gangguan lea o

S Nasmnal C R T e e R e
- jjpendenta yang mengalam1 riaiké.'»"Keséhatan‘,'.:‘.’ akibat B

ibencana e e

o (ODGJ) yang membutuhkan pelayanan Kesehatan

o f}'é.:'orang terlantar yang berada d1 Daerah dan membutuhkan-{j R

: 5--"pelayanan Kesehatan, - }i?; Sl

Gl f :Penduduk MlSkln dan Penduduk T1dak Mampu yang belum'_ | "
.. '3,: mem111k1 - kartu JKN dan mcmbutuhkan pelayanan,:':f’-: o
S .5_5“1??;Kbseha&u1 R ‘

’fvbantuan penggantlan blaya pelayanan Kesehatan d1 Fasﬂ1tas 3

R -‘kntena sebagal berlkut o _ , ol T N
a kasus dengan besaran blaya pengobatan kurang dan

Rp2 500 000, 00 (dua ]uta hma ratus ribu rup1ah) d1ber1kan_».:’,'.»"f:’

i 'Jb kasus dengan besaran blaya Rp2 500 000 00 (dua _]uta hmav:»‘ _‘

o ‘ayat (1) tldak berlaku pada kasus yang berkaltan d e ngan '{v
penyaklt menular yang berpotens1 KLB KLB keracunanyy_t:. i

Bentuk Pemblayaan Kesehatan yang dlbenkan berupa;‘ -

- Pelayanan Kesehatan

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

bantuan sebesar bukt1 kmtansu yang dla]ukan

ratus r1bu ruplah) sampa1 dengan Rp7 000 000 00: (tUJuhf" :
Juta ruplah) dlbenkan bantuan rnaksunal Rp3 000 000 00; . if;

[t1ga Juta ruplah) dan

| c kasus dengan besaran btaya dlatas Rp7 OOO OOO OO (tujuhvf’
Juta ruplah) d1ber1kan bantuan maksnnal Rp5 000 ooo oov

(hma _]uta ruplah)

i‘Penerapan knterla bantuan sebaga1mana dlmaksud pada ’

L makanan, KIPI pnontas program Nasxonal gelandangan,"..,’;iv"

o pengemls serta orang terlantar | - S

Bantuan pemblayaan d1ber1kan kepada sasaran dengan'_jz"‘.f:



(3) Bantuan pemblayaan sebagalmana dxmaksud pada ayat (2)
dltetapkan sesuai kcbutuhan sampa,l dengan scluruh blaya
perawatan terutama pada kelas 3 (tlga)

| BABVI .
. MEKANISME BANT‘UAN' PEMBIAYAAN

v N Pasal 8 , _
Mekamsme mendapatkan bantuan pemblayaan pada kasus yang}
sudah ditetapkan- oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagalmanavi
7‘ dlmaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a sampaJ dengan c, dlatur
sebaga1 berikut : ‘ ‘

a. pemohon menyerahkan . ,
1)'} fotokopl Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identltas" '
 Anak (K1A)/akte kelah:ran/ surat kelahlran sebanyak 4

| v(empat) lembar; ' ’ N |
2) fotokopl Kartu Keluarga (KK) sebanyak 4 (empat) Iembar,

" 3)';*bukt1 kuitansi ~ pembayaran _pengobatan di Fasxhtas‘ |

" ;}"Pelayanan Kesehatan asli. dan fotokop1 sebanyak 3 (tlga)l. v
\ lembar, , ' »
kepada Pekerja yang dltunjuk d1 Dmas Kcsehatan v

b. petugas melakukan venﬁkam berkas berdasar penetapan

| sasaran bantuan, _ , ,

c petugas menetapkan besaran bantuan yang akan dlbenkan

d. 'petugas menylapkan kultan31 pencairan bantuan untuk

ditandatangani pemohon, ‘" | |

e. petugas membentahukan . besaran bantuan yang vakan. '

diberikan dan Waktu pencauran,

1 petugas mengajukan penca1ran secara kolektlf setxap akh1rl

bulan ke sub baglan keuangan Dinas Kesehatan; v
P g. pctugas ‘menerima pencalran bantuan dan subbagian
keuangan ’ ’

h. pctugas menyerahkan bantuan pembxayaan kepada pemohon ‘

. ._ Pasal9

Meka’nismem ‘meﬁdépatkan bantuan 'p'embiayaan' pada kasus
| sebagaxmana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d dan f
- diatur sebagal berxkut | ‘



- a. petugas Dlnas 8031a1 datang ke Dmas Kesehatan dengan
menyerahkan v , . . ' v

1) surat rekomcnda& ash dan fotokop1 sebanyak 3 (tlga) ; |

- lembar; - ‘ ’ '

2) bukti kultanm pembayaran pengobatan di - fasﬂltas .
pelayanan kesehatan asli dan fotokop1 sebanyak 3 (tlga) )
lembar; S '

- b. petugas Dmas Keschatan melakukan venﬁka31 kelengkapan :

berkas

e petugas Dinas Kesehatan menetapkan besaran bantuan yang .
akan dlbenkan v : _ , ‘ ‘ , |

| d. petugas Dinas Kesehatan menylapkan kultan31 pencmran
bantuan untuk dltandatangam pemohon :

e petugas Dinas Kesehatan memberitahukan besaran bantuan

yang akan dlbenkan dan waktu pencalran ‘

v : f. petugas Dinas Kesehatan menyerahkan bantuan pemblayaan

kepada pemohon

_ Pésal 10
: Mekamsme mendapatkan bantuan pembiayaan bag1 pemohon.
yang sudah mendapat rckomendasx dari Dlnas ~Sosial
- sebagaxmana dlmaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf g, diatur -
‘sebagai berikut : , . ‘ o
~ a. pemohon datang ke Dlnas 8031a1 dengan menyerahkan
1) fotokop1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Iden‘atas
- Anak (KIA)/ akte kelahlran/ surat  kelahiran sebanyak 5
| (lima) lembar Ny .
2) fotokopl Kanu Keluarga (KK) sebanyak 5 (hma) lembar, ,
3) bukti - kuitansi pembayaran pcngobatan ' d1 Fasilitas -
Pelayanan Kesehatan ash dan fotokop1 sebanyak 4 (empat) )
' lembar; v | o o »
" b. petugas Dinas Sosial' mélékukan verifikasi berkas untuk
v mcnetapkan status kemlsklnannya scbageu penduduk miskin
dan tidak mampu; ‘ ‘
- c. petugas Dinas Sosial menerbltkan surat rekomenda31 pada
berkas permohonan yang memenubhi syarat;
- d. petugas Dinas Sosial mengambll 1 (satu) bendel persyaratan

sebagau ar31p Dmas Somal



o e petugas Dmas Sosial menyerahkan surat rekomenda31 beserta' '
sisa berkas persyaratan kepada pemohon; v v |
. ¥ petugas mengmformasﬂ{an pada pemohon untuk melahjufkah
proses permmtaan bantuan ke Dinas Kesehatan dengan
membawa surat rekomendas1 dan sisa berkas persyaratan‘
yang sudah dlkembahkan ke pemohon;
_jv"g. pemohon datang ke Dinas Kesehatan dan menyerahkan '
persyaratan sebagau berikut :
1) fotokop1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas
Anak - (KIA) / akte | kelahlran/ surat kelahlran sebanyakv
4 (empat) lembar; | -
2) fotokop1 Kartu Keluarga (KK) sebanyak 4 (empat) lembar;
3) bukti kuitansi pembayaran pengobatan 'di Fasilitas .
Pelayanan Kcsehatan ash dan fotokopy sebanyak 3 {tiga) |
Iembar o v *
o 4) surat rekomenda31 Dlnas 8031a1 asli dan fotokopi sebanyak .

-3 (tlga) lembar,

. h. pctugas Dinas Kesehatan melakukan verifikasi- keIengkapan'

berkas; v _ ,_

petugas Dinas Kesehatan menetapkan besaran bantuan yang
akan diberikan; N | |

i petugas - Dmas Kesehatan menylapkan ku1tans1 pencalranj :
v bantuan untuk d1tandatangam pemohon, : ’_
k. petugas Dinas Kesehatan memberltahukan besaran bantuan»_“f "
yang akan d1ber1kan dan waktu penca1ran ' |

l. petugas. Dinas Kesehatan rnenyerahkan bantuan pemblayaan_- :

kepada pemohon

pAB \1
PENGANGGARAN

v . , ‘Pa'sal 11 _ o
(1) B;mtﬁan Pembiayaan Kesehatan dialokasikan pada APB_D;
(2 Aloka51 - bantuan Pembiayaan' Kesehatan  sebagaimana
| dnnaksud pada ayat (1) dltetapkan pada Dinas Kesehatan.
(3) Pada masa transisi, penganggaran Pembiayaan Kcsehatan

sebagmmana dimaksud pada ayat (1) dlaloka31kan pada Dinas

Kesehatan '



| BAB VI
o PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

‘ Pasal 12 - .
”Pembmaan dan Pengawasan Pelaksanaan bantuan Pemblayaan

. Kcsehatan yang bersumber APBD dllaksanakan oleh Dnnas
Kesehatan s ' '

. BABIX
o KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13 ,
Peraturan Bupat: ini mulau berlaku pada tanggal 1 Januan 2019

Agar. 3setiap’ orang | méngetahuinya, - ‘memerintahkan -
pengundangan Peraturan Bupatl ini dengan penempatannya

dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar

: 'l';)‘itetajgi'kan di Karangaﬁyar
- - _ o _ pada tanggal 31 Desember 2018
R N -BUPATI KARANGANYAR |

o td
~ JULIYATMONO

- Dlundangkan di Karanganyar | ' '

~ pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAR.ANGANYAR

- tid"
SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 100

Sahnan sesuai dengan aslmya
) SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
,_f’ KEPALA BQG AN—HUKUM




